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This study departs from Minister of Domestic Affairs Regulation Number 4 of 2010 Concerning Integrated District Administrative Service Guidelines (PATEN), this guideline aims to bring services to the public to be fast, easy, affordable, professional so as to encourage the realization of sub-districts as a service center and service node for offices/integrated service agency in the Regency/City, but in the implementation of the Plandaan District, there are still many obstacles, especially in the aspects of the expertise of service implementing officers, internet network problems and, constraints from citizens who are reluctant to take care of their own files. 
The formulation of the problem in this study is PATEN Services in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency, then Implementation of integrated district administration service policy (PATEN) in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency, Supporting and inhibiting factors for the successful implementation of integrated district administrative service policy (PATEN) in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency. This study uses a qualitative approach, with descriptive research type, while the research location is in the Plandaan District office in Jombang, the data collection technique used is to use interview, observation, and documentation techniques. While the research instruments are the researchers themselves, interview guides, and communication and documentation tools. Analysis of the data of this study uses an interactive model that is data reduction, data presentation, and verification of conclusion data.
The results of the study show that if the physical aspects and resource aspects of the Plandaan District office can synergize with the communication aspects, and a good bureaucratic structure is supported by aspects of reliability, direct evidence, responsiveness, assurance and empathy in conducting PATENT services, then the aspect improvement facilities and infrastructure, SOP, and bureaucratic aspects in order to improve the existing service constraint factors can make the quality of services provided to the public be achieved to the maximum and quality.










ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
 (Studi Kasus di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)

Mustasfiri*, Sunariyanto, Slamet Muchsin




Penelitian ini berangkat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pedoman ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi cepat, mudah, terjangkau, professional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan dan simpul pelayanan bagi kantor/badan  pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota, namun pada pelaksanaan pada Kecamatan Plandaan, masih banyak kendala khususnya pada aspek keahlian petugas pelaksana pelayanan, permasalahan jaringan internet dan, kendala dari warga yang enggan mengurus berkasnya sendiri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, lalu Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, adapun lokasi penelitian berada di kantor Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian adalah peneliti sendiri, interview guide, dan alat komunikasi dan dokumentasi. Analisa data penelitian ini menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jika pada aspek fisik dan aspek sumberdaya yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Plandaan dapat bersinergi dengan aspek komunikasi, dan struktur birokrasi yang baik didukung dengan aspek keandalan, bukti langsung, daya tanggap, jaminan dan empati dalam melakukan pelayanan PATEN, maka peningkatan aspek sarana dan prasarana, SOP, dan aspek birokrasi dalam rangka memperbaiki faktor kendala pelayanan yang ada dapat menjadikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tercapai secara maksimal dan berkualitas.
 














Perubahan konsep pemerintahan yang sebelumnya sentralisasi kemudian menjadi desentralisasi tentu membawa dampak pada konsep penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yang dahulu terasa sangat jauh dari kata cepat, mudah dan murah kini harus berubah sejalan dengan konsep baru pemerintahan yang juga harus menciptakan akses pelayanan lebih baik dan lebih dekat kepada masyarakat, dalam upayanya menjadikan kesejahteraan sebagai pedoman, dan ukuran pengelolaan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang baik (good governance). Dalam model pemerintahan sentralisasi, peran kecamatan seolah hanya sebagai salah satu tempat menambah stempel sebelum akhirnya warga yang membutuhkan pelayanan menuju ke tempat pelayanan yang sesungguhnya, hal ini sangat berbeda dengan adanya perubahan pada konsep pemerintahan desentralisasi. Kecamatan saat ini memiliki perannya sendiri sebagaimana dituangkan dalam pasal 21 poin 6 tentang Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana didalamnya disebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Bupati/wali kota melimpahkan pelaksanaanya kepada camat.
Sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, telah banyak perubahan pelayanan yang terjadi, namun terlepas dari betapa baiknya konsep PATEN tetap masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang ada di lapangan. 
Dalam PATEN yang dilaksanakan di kota yang akses menuju kantor kecamatan sangat mudah dan arus informasi sangat mudah didapatkan bahkan lewat genggaman tangan melalui ponsel, tentu akan berbeda pelaksanaanya dengan kecamatan yang aksesnya jauh dari kemudahan akses informasi dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Permasalahan pada PATEN yang berada di kantor kecamatan di bawah naungan kabupaten tentu berbeda dengan penanganan permasalahan yang ada di kota. Pihak kecamatan juga harus memiliki trik khusus apalagi jika kondisi wilayahnya tidak memungkinkan akses informasi tersebar mudah, baik dari segi masyarakat yang belum semuanya dapat menerima informasi online, maupun dari pihak penyedia pelayanan yang belum memiliki keahlian yang sesuai dengan kemajuan yang ada pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Permasalahan tersebut juga menghinggapi Kecamatan Plandaan sebagai salah satu kecamatan yang wilayahnya luas dengan banyak desa yang jaraknya dapat dikatakan jauh dari kantor kecamatan. Sebagaimana penjabaran George Edward III dalam Agustino (2017), dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan maka keempat variabel yang ada, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi juga harus baik, jika keempat variabel tersebut tidak baik, maka harus dicari solusi terbaik agar dapat dicapai hasil implementasi terbaik, dalam hal ini adalah dalam implementasi kebijakan PATEN yang ada di Kecamatan Plandaan. Selanjutnya George Edward III dalam Mulyadi (2018) juga menekankan bahwa setiap proses implementasi kebijakan khususnya pada proses pelayanan publik harus dapat menjawab dua pertanyaan pokok, pertanyaan tersebut adalah faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi.
Uniknya sebagai pelaksana kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Informasi terkait Kecamatan Plandaan baik berupa informasi wilayah maupun informasi administrasi sulit penulis temukan pada mesin pencarian internet, hal ini tentu saja menarik mengingat pada pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) membutuhkan sistim informasi yang memadai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan. Penulis ingin mengetahui apakah hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ataukah tidak. Tentu hal ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner yang dikutip Mulyadi (2016:191), adapun indikator mengenai pelayanan publik yang dapat dinilai pada Kecamatan Plandaan adalah sebagai berikut: Aspek fisik (tangibles), Keandalan (reability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), dan Empati.
Dalam kajian ini rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut:
1.	Bagaimana pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?
2.	Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?
3.	Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Plandaan?




Abidin, (2016: 7-8) memberi penjelasan tentang kebijakan publik yang mana Dari pengertian tersebut penulis memahami kebijakan sebagai suatu aturan yang diterapkan oleh pemerintah, yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki wewenang untuk memaksa masyarakat sebagai subyek yang dikenai aturan kebijakan tersebut. kebijakan yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut dapat diartikan sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, dan merupakan pedoman resmi yang turun langsung dari pihak berwenang dalam hal ini pemerintah.
Mulyadi (2015:37) memberikan pengertian kebijakan publik dimana bisa diartikan, bahwa kebijakan publik selalu identik dengan pemerintah dan aturan yang berlaku, dimana aturan tersebut cenderung bersifat memaksa karena pemberi kebijakan memiliki kewenangan untuk melakukan sanksi. Setiap kebijakan publik pasti memiliki tujuan, Secara garis besar dapat simpulkan bahwa pemahaman mengenai kebijakan adalah apapun yang dilakukan oleh individu maupun kumpulan orang dalam sebuah wadah terstruktur yang memiliki tujuan menyelesaikan masalah berdasar pada program yang telah direncanakan yang mengikutsertakan pemerintah dalam berbagai cara yang mempengaruhi kehidupan umum  masyarakat.

2.	Implementasi Kebijakan Publik
Rumusan kebijakan publik hanya menjadi lembaran kertas yang tidak bermakna, saat sebuah kebijakan tidak mampu diimplementasikan secara benar.
Secara sederhana dapat kita katakan bahwa mengimplementasikan sama dengan melaksanakan apa-apa saja yang ada di dalam aturan yang dibuat dan dirumuskan sebagai sebuah kebijakan.
Implementasi program kebijakan berarti berupaya sekuat mungkin dengan sumberdaya yang ada agar kebijakan yang diinginkan tersebut dapat tercapai dengan lebih baik serta berbuah hasil yang sesuai dengan harapan.
Jones dalam Mulyadi (2015:45) mengartikan implementasi sebagai “Those activities directed toward putting a program into effect”. Pengertian ini merujuk pada proses dalam melahirkan program hingga memperlihatkan hasilnya, ini berarti hasil yang diinginkan tentu sejalan dengan tujuan untuk apa kebijakan itu dibuat. Jika berbicara tentang proses tentu tidak hanya sebuah proses yang mudah, apalagi jika berhubungan dengan kebijakan publik. Proses ini tentulah proses panjang yang apabila telah dilaksanakan masih dapat juga mengalai hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kebijakan publik erat kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai, dalam pengertian tersebut dapat dipahami apabila tindakan yang dilakukan juga memiliki tujuan, baik tindakan itu dilakukan oleh individu maupun kelompok, kehendak utama dari tindakan yang mereka lakukan adalah tujuan yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan yang telah dituliskan atau digariskan dalam keputusan kebijakan. Kebijakan tentu dibuat agar dilaksanakan dengan baik, adapun didalam sebuah kebijakan diberikan pula aturan-aturan mengenai bagaimana sebuah kebijakan dilakukan. Tentu tidak ada rumusan kebijakan yang dibuat dengan tujuan tidak dilaksanakan, semua rumusan kebijakan pada akhirnya akan memiliki sebuah tujuan untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang termuat didalamnya.

3.	Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III
Dalam pemaparan Edward III Dalam Mulyadi (2015:58) mengenai pendekatan yang ada pada sebuah implementasi, yang mana mempertanyakan faktor apa yang mendukung sebuah implementasi agar berhasil, individu maupun insstansi dalam hal ini pemerintah dapat lebih meningkatkan kualitas dari faktor-faktor pendukung tersebut sehingga kedepan akan lebih mudah melaksanakan sebuah kebijakan jika telah diketahui faktor pendukung apa saja yang dapat meningkatkan kualitas sebuah kebijakan untuk diimplementasikan lebih baik. Sebagaimana menanyakan faktor pendukung, mempertanyakan faktor penghambat juga dapat menjadi sebuah keharusan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, mengetahui kelemahan dari sebuah kebijakan membuat kebijakan tersebut dapat lebih terarah dan menjadi sebuah tolak ukur yang baik terutama dalam menghindari faktor penghambat itu menjadi semakin besar, dengan mengetahui apa saja faktor penghambatnya, individu maupun instansi dalam hal ini pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan mampu menghindari dan mencari solusi terbaik agar faktor penghambat tersebut dapat diatasi dengan baik, lebih daripada itu diharapkan dapat merubah faktor penghambat tersebut menjadi faktor pendukung pada akhirnya dengan banyaknya perbaikan seiring waktu dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan.
4 Variabel yang diutarakan oleh George C. Edward III yang dikutip oleh Mulyadi (2015:68) terkait pengaruhnya dengan proses implementasi kebijakan publik antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang mana tiap-tiap variabel tersebut saling terikat dan terkait satu dengan yang lain.
Dengan adanya keempat variabel yang disebutkan, penulis dapat membatasi banyaknya variabel yang harus diteliti, pada akhirnya. Keempat variabel yang saling terkait satu dengan lainnya, memperlihatkan betapa kompleks permasalahan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, dengan keberhasilan dalam setiap variabel dan menjadikannya faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan tentu merupakan suatu keharusan, namun dengan meneliti hubungan diantaranya dapat pula didapatkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan hambatan bagi sebuah pelaksanaan kebijakan.

4.	Pelayanan Publik
Salah satu bentuk pelayanan publik yang paling sering kita temui khususnya dalam pengurusan berkas-berkas administrasi yang berhubungan dengan identitas sebagai warga negara. Pelayanan publik ini identik dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau swasta, hasil akhir dari pelayanan yang diberikan biasanya adalah sebuah bentuk kepuasan akan pelayanan yang diberikan, baik itu berupa produk fisik maupun berupa kegiatan yang menguntungkan bagi individu atau kumpulan orang maupun badan yang diberikan pelayanan. 
Jadi Sinambela (2017:5) dalam jabarannya mengenai pelayanan publik memberi gambaran bahwa pelayanan dapat dimaknai sebagai satu atau banyak program yang dijalankan oleh pemerintah atas banyak individu yang mempunyai kegiatan yang memberi suatu keuntungan dalam sebuah organisasi atau wadah  kesatuan, yang memberikan sebuah bentuk kepuasan meski tidak terkait pada suatu produk secara kasat mata atau fisik.
Bentuk kegiatan seperti pelayanan publik hanya diperuntukkan kepada orang, kumpulan orang, badan atau masyarakat yang memang memiliki kepentingan terhadal pelayanan tersebut, tidak semua orang serta merta mendapatkan pelayanan jika memang tidak membutuhkan, adapun pelayanan itu diberikan tetap dengan tata cara dan aturan-aturan tertulis yang biasanya diberikan di awal sebelum pelayanan diberikan. Pelayanan tersebut dicari karena individu maupun masyarakat atau badan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan pelayanan sendiri dan membutuhkan sebuah badan yang terorganisir untuk membantu dalam pelayanan yang diinginkan.
Pelayanan publik yang diinginkan biasanya akan memiliki persyaratan tertentu untuk dipenuhi oleh individu, masyarakat atau badan yang menginginkan bentuk pelayanan ini, pelayanan yang diberikan ini sama sekali tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga perlu diakomodir oleh badan atau instansi baik dari pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang dibutuhkan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan administrastif dan lainnya. Seorang individu tidak dapat memenuhi semua aspek tersebut tanpa bantuan orang lain atau badan yang secara khusus menyediakan pelayanan yang dibutuhkan.

5.	Kualitas Pelayanan Publik
Penyedia pelayanan harusnya memiliki standard tertentu sebagai tolak ukur bagaimana kualitas yang dimiliki oleh penyedia layanan tersebut, dan apakah pelayanan yang diberikan tadi dapat memuaskan atau tidak bagi individu atau masyarakat maupun badan yang membutuhkan pelayanan.
Selanjutnya, Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner yang dikutip Mulyadi (2016:191), ada indikator mengenai pelayanan publik, yaitu: Reability (keandalan), Bukti Langsung (Tangibles), Daya Tanggap (Responsiveness) ,Jaminan (Assurance), dan Empati
Adanya penanda dalam memahami apakah sebuah pelayanan tersebut baik ataukah tidak dapat dilihat dari beberapa penanda yang disebutkan di atas. Menilai kualitas sangatlah wajar, karena dalam pelayanan yang dinilai bukan bagaimana produk tersebut sampai ke tangan individu atau masyarakat, namun bagaimana pelayananan tersebut diberikan, seperti pada pelayanan kesehatan, tidak hanya bagaimana seseorang sembuh dari sakit yang dideritanya, namun juga bagaimana pelayanan kesehatan tersebut diberikan. Kelima indikator tersebut menjadi semacam tolak ukur dan panduan bagi pemberi pelayanan untuk dapat juga memperhatikan bagaimana pelayanan yang telah diberikan. Apakah instansi yang bertugas memberikan pelayanan tadi telah dengan tepat menjaga kualitas dari kelima indikator di atas ataukah tidak.

6.	Pengertian PATEN
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan bentuk jenis pelayanan yang diberikan pada wilayah kantor kecamatan, jika dilihat lebih lanjut banyak yang masih menyebutnya dengan pelayanan terpadu meskipun jika dilihat dari bentuk pelayanannya masih dapat digolongkan sejenis. 
Dalam buku Kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dijelaskan yang dimaksud dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelengggaraan pelayanan publik yang terdapat pada kecamatan dimana proses pengelolaannya, diawali di tahap permohonan hingga tahap terbitnya sebuah dokumen dilakukan dalam satu tempat.
Dalam pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, maka masyarakat tidak perlu lagi mendatangi banyak pintu atau banyak petugas, dan pemohon cukup memberikan berkas yang dimiliki kepada loket atau meja pelayanan yang telah tersedia. Berbeda dengan konsep pelayanan terdahulu yang mana masyarakat masih harus mendatangi beberapa meja untuk mendapat persetujuan dan stempel guna mendapatkan pelayanan, namun belum dapat dikatakan sebagai mendapat pelayanan karena warga yang mendatangi banyak tempat dan sangat tidak dimudahkan, berbeda dengan pelayanan PATEN yang saat ini diterapkan di kantor kecamatan.   
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diilhami atas sejumlah masalah yang tertuang pada latar belakang masalah yang dipertemukan dengan tujuan penelitian.
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Sugiyono (2016:1) yang dipahami oleh penulis sebagai berikut; Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dapat digunakan dalam meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument utama, tata cara mendapatkan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna daripada generalisasi. 
Fokus yang ada pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:







c.	Aspek daya tanggap (responsiveness)
d.	Aspek jaminan (assurance)
e.	Aspek empati









3.	Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ditinjau dari:
a.	Faktor Pendukung :
1.	Sarana dan prasarana
2.	SOP (Standar Operasional Prosedur)
3.	Birokrasi
b.	Faktor Penghambat :
1.	Keahlian petugas pelayanan pada aspek penguasaan teknologi
2.	Jaringan internet yang bermasalah
3.	Masyarakat yang tidak mentaati atau tidak memahami prosedur dengan baik.










a.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Plandaan
Terdapat dua jenis pelayanan yang dapat dikerjakan di Kecamatan melalui pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yakni pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. 
Dalam pelayanan non perizinan yang penulis fokuskan untuk dibahas pada penelitian ini adalah pada pelayanan pengurusan E-KTP dan KK, agar pembahasan tidak jauh melebar kemana-mana. Hasil studi dokumen dan observasi dan wawancara pada pelayanan non perizinan, dapat diuraikan proses pelayanan non perizinan sebagai berikut: Pada tahap awal saat pemohon datang ke Kecamatan Plandaan, petugas informasi (yang bertugas pada meja pelayanan) memberikan sapaan kepada pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat untuk berkas yang akan diserahkan kepada petugas, petugas kemudian memeriksa/melakukan verifikasi berkas. Apabila berkas yang diserahkan ternyata tidak lengkap maka akan langsung diserahkan kembali pada warga pemohon untuk dilengkapi, setelah berkas lengkap maka berkas dapat diserahkan kepada petugas pelayanan untuk pengecekan ulang.
Setelah dilakukan validasi data kepala seksi pelayanan mempelajari berkas permohonan dan menyerahkan kepada operator komputer, disini berkas akan di cek langsung oleh bapak Suwarno sebagai staff IT untuk dilakukan pencetakan dan penomoran surat, kepala seksi pelayanan mengoreksi dan memaraf surat dan dilanjutkan pada sekertaris camat. Kembali setelah berkas dikoreksi oleh Sekcam akan diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani, apabila Sekcam tidak berada di tempat maka tugas tersebut dapat langsung diwakilkan pada Kepala Seksi (Bapak Hariyanto) setelah itu petugas pelayanan akan menyerahkan berkas kepada pemohon. Pada proses pengajuan berkas semacam ini apabila tidak ada halangan maka dapat selesai dengan satu jam proses saja, namun apabila terdapat halangan seperti permasalahan jaringan internet, atau bapak Camat yang sedang tidak berada di tempat maka proses bisa mundur dari satu hingga tujuh hari kerja, tergantung pada permohonan berkas apa yang sedang diajukan.
Terkait dengan adanya permasalahan yang membuat berkas bisa mundur dalam pengerjaan biasanya bagian pelayanan akan meminta nomor telepon dari pemohon yang bisa dihubungi, gunanya adalah ketika berkas telah selesai maka pemohon dapat dihubungi untuk mengambil berkas tersebut. Apabila pemohon membutuhkan berkas selesai dalam waktu ya cepat maka, Camat akan memberikan surat rekomendasi untuk pemohon agar dapat menyelesaikan berkasnya langsung di Dispendukcapil.
Sikap empati yang ditunjukkan petugas pelayanan kepada pemohon merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik apalagi disesuaikan dengan Visi, Misi dan Moto yang ada pada Kecamatan Plandaan, dengan memahami permasalahan dan kebutuhan pelayanan yang dihadapi oleh pemohon akan tercipta kualitas pelayanan prima.
Permasalahan yang kerap hadir pada proses pengajuan proses e-KTP adalah tidak tersedianya blanko pengajuan sehingga hingga saat ini warga masih banyak yang tidak dapat mengurus atau mendapatkan e-KTP fisik. Berkas yang dirasa tidak dapat ditangani langsung pada tingkat kecamatan akan diarahkan agar warga pemohon langsung mendatangi dispendukcapil untuk perbaikan data.
Pelayanan perizinan Ada dua skala dalam perizinan, yakni perizinan skala kecil dan perizinan skala besar, perizinan skala kecil tidak strategis dan tidak memerlukan kajian teknis secara mendalam. Sedangkan pada perizinan skala besar, strategis dan memerlukan kajian/uji teknis secara mendalam. Proses perizinan skala besar biasanya jarang ditangani langsung oleh Kecamatan Plandaan, pihak Kecamatan memberikan rekomendasi bagi warga pemohon untuk permintaan perizinan skala besar untuk dilakukan langsung pada PTSP Kabupaten.
b.	Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
 George C. Edward III dalam Mulyadi (2015:68) mengemukakan 4 variabel sebagai berikut:

1.	Sumberdaya
Pada faktor sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor penting khususnya pada Kecamatan Plandaan. Sumber daya manusia harus memiliki jumlah yang cukup dan keahlian yang bagus. Dalam hal ini, petugas pelaksana sebagai salah satu sumber daya manusia harus memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.
Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi penentu apakah seseorang memiliki pengetahuan dalam menerima informasi dengan baik ataukah tidak, meskipun bukan sebuah faktor penentu utama, namun hal ini juga penting, apalagi jika pada penentu kebijakan, maka pengetahuan juga sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. pada bagian pelayanan agar dapat lebih mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Pada bagian pelayanan dikerjakan oleh empat orang, yang diberikan wewenang dan tugas untuk penerimaan berkas dan pengolahan data adalah Bapak Suparno dan Mas Ari, sedangkan untuk bagian IT adalah Pak Suwarno, namun untuk Mas Ari dan Pak Suwarno yang berstatus pegawai honorer tidak masuk pada struktur kepegawaian, dan keduanya berpendidikan SMA. untuk Pak Hariyanto sebagai seksi tata pemerintahan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada desa, sehingga karena sering bertugas keluar kantor, fungsi penanganan berkas lebih banyak dikerjakan oleh bapak Suparno, Mas Ari dan Pak Suwarno.
Pada faktor sumberdaya informasi Sumber informasi yang ada pada Kecamatan Plandaan dapat dikatakan masih dalam koridor ruang lingkup kantor Kecamatan Plandaan sendiri, informasi diberikan kepada warga dari petugas langsung dan dari papan informasi yang dipasang di ruang kantor Kecamatan Plandaan.
Beberapa informasi belum terjangkau luas kepada masyarakat, khususnya yang ingin mengakses informasi secara online karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk ke kantor kecamatan secara langsung, informasi yang dibutuhkan oleh warga pemohon biasanya langsung diberikan pada kantor desa. Keberadaan website sebagai penunjang sumberdaya informasi belum ditemukan di Kecamatan Plandaan. Penulis mencari informasi mengenai keberadaan website milik Kecamatan Plandaan namun belum juga menemukan, hal ini disebabkan juga karena sumberdaya yang ada pada Kecamatan Plandaan tidak memiliki keahlian dalam bidang ini, dalam menangani permasalahan ini, input database pelayanan dan permasalahan IT diserahkan kepada dua pegawai honorer yakni Mas Ari dan Bapak Suwarno, karena bentuk pelayanan yang satu ini harus diperbarui secara terus menerus sehingga dibutuhkan orang yang memang mampu dan memiliki setidaknya pengetahuan dalam mengelola pekerjaan ini.
Faktor lain tidak adanya website adalah karena informasi yang diberikan oleh Kecamatan Plandaan langsung diberikan kepada masing-masing kantor desa yang ada di wilayah Kecamatan Plandaan, komunikasi langsung atau sosialisasi dilakukan dengan cara staff Kecamatan khususnya Sie Pemerintahan yang diberikan tugas untuk menyampaikan informasi langsung datang ke masing-masing kantor desa, hal ini diharapkan sekaligus menjadi salah satu upaya Kecamatan Plandaan untuk memberikan edukasi langsung kepada pihak kantor desa, apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dipraktekkan.
Sumberdaya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada telah penulis jelaskan pada aspek fisik yang ada pada pelayanan yang telah disediakan oleh Kecamatan Plandaan. Dari informasi lapangan diketahui bahwa untuk sarana dan prasarana fisik dirasa telah memadai, hanya pada sarana perekaman KTP yang memang membutuhkan bantuan tambahan tenaga tambahan untuk mengoperasikannya. Meskipun jumlah staf pelaksana dirasa telah cukup, dengan wewenang yang ada, namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang baik, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal.

2.	Komunikasi
Hasil observasi dan wawancara mengungkap bahwa informasi tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas baik dari pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan disampaikan langsung oleh petugas PATEN di kantor Kecamatan Plandaan, informasi tersebut diberikan secara lisan kepada warga pemohon, kemudian dalam bentuk visual pada bagan alur pengurusan KK dan KTP yang ditempelkan di dinding kantor. Sedangkan informasi terkait pelayanan apa saja yang dapat dilakukan di kantor Kecamatan Plandaan diletakkan di luar ruangan, informasi ini mencakup pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat dilakukan di Kecamatan Plandaan, dari hasil wawancara juga observasi dan dokumentasi, didapatkan bahwa ada dua puluh jenis pelayanan yang dapat dilakukan di Kecamatan Plandaan. 
Komunikasi yang dilakukan oleh petugas terkait penyebaran informasi kepada kantor desa dilakukan secara langsung, petugas pelaksana PATEN mendatangi kantor-kantor untuk melakukan sosialisasi informasi, selain diharapkan petugas pada kantor-kantor desa mengerti, petugas PATEN di Kecamatan Plandaan juga dapat mengecek kondisi lapangan yang ada, sehingga ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan terjun langsung menginformasikan teknis pelayanan pengurusan berkas.

3.	Disposisi
Pada petugas pelayanan di Kecamatan Plandaan jika dinilai dari aspek disposisi ini, tidak ada kecenderungan personel pelaksana pelayanan yang berusaha untuk menambah keuntungan dan menarik biaya tertentu dari warga pemohon, sebagaimana dikemukakan oleh Pak Hariyanto, bahwa semua proses pelayanan adalah gratis. Sehingga upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan membebankan biaya tertentu pada proses pelayanan sama sekali tidak ada.

4.	Struktur birokrasi
Meskipun sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan PATEN dikatakan telah baik, dan pelaksana pelayanan telah memahami apa saja yang harus dilakukan, serta keinginan yang baik dalam melaksanakan kebijakan, namun bila terdapat kelemahan pada struktur birokrasi kebijakan begitu kompleks, maka jalannya kebijakan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan tidak akan berjalan dengan kondusif. Dalam mendongkrak struktur birokrasi kearah kinerja yang lebih optimal maka dibutuhkan SOP (standart Operating Prosedures) yang lebih fleksibel dan mampu dilaksanakan oleh siapa saja, arahan ini juga dilaksanakan oleh petugas pelayanan PATEN, dimana pada pelaksanaan pelayanan mereka mendahulukan SOP dibandingkan dengan perasaan pribadi, dalam kegiatan kesehariannya, mereka mengacu pula pada visi, misi dan motto Kecamatan Plandaan sehingga mereka tidak sampai keluar dari tujuan pelayanan yang baik. Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi dan juga wawancara diketahui bahwa petugas pelayanan PATEN Kecamatan Plandaan telah menyebar tanggung jawab pada berbagai aktivitas kerja, kegiatan maupun program, dengan adanya pembagian yang tepat maka pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan akan berjalan lebih baik. 

c.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PATEN Kecamatan Plandaan
1.	Faktor Pendukung
a.	Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Plandaan dapat dikatakan dalam kondisi baik, dan dapat menopang pelaksanaan implementasi kebijakan PATEN yang telah berjalan selama ini. Kecamatan Plandaan setidaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk kenyamanan warga pemohon.
Kecamatan Plandaan telah ada teknologi penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan PATEN antara lain telah tersedianya perangkat komputer, perangkat internet, alat scanner, alat foto untuk perekaman dan pembuatan KTP, perangkat telepon untuk komunikasi.
Sarana dan prasarana yang ada sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan, contohnya seperti adanya tempat duduk pada ruang tunggu, akan membantu warga lebih nyaman dalam menunggu proses berkasnya, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang jelas akan membuat warga lebih sabar dan mentaati proses dengan baik, sehingga berkurangnya keluhan kepada petugas, misalnya dalam ruang tunggu tidak disediakan kursi maka warga akan menunggu dengan berdiri, selain tidak elok dipandang, hal ini sangat beresiko terhadap keluhan kepada petugas, karena rasa capek menunggu akan meningkatkan emosi warga pemohon, sehingga pelayanan akan banjir dengan keluhan. Penulis mengamati bahwa sarana yang berada di Kecamatan Plandaan secara garis besar telah dalam kondisi yang baik meskipun beberapa dapat dikatakan belum sempurna.

b.	SOP (Standart Operasional Prosedur)
Standart pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dalam lingkungan Kecamatan Plandaan didasarkan pada uraian Visi, Misi dan Moto yang ada pada Kecamatan Plandaan. 

c.	Birokrasi




Hambatan pertama dalam implementasi kebijakan PATEN pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang berdasarkan observasi, studi dokumen dan wawancara berasal dari sumberdaya manusia, khususnya pada keahlian yang dimiliki oleh petugas pemberi pelayanan, pada proses pelayanan ditangani oleh 4 orang yakni bapak Hariyanto, bapak Suparno, bapak Suwarno dan Mas Ari. Jika melihat jumlah pelaksana akan dirasa sudah cukup namun jika dilihat dari kesiapan pada kemampuan mengerjakan yang berhubungan dengan teknologi maka sumberdaya pada Kecamatan Plandaan masih dirasa kurang.

b.	Jaringan internet yang bermasalah
Faktor penghambat yang paling sering ada dan ditunjukkan dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis, juga berdasarkan dari hasil observasi adalah kendala pada jaringan internet yang masih sering mati, hal ini menjadi kendala yang membuat berkas berhenti tidak dapat diproses, karena sebagian besar pengajuan berkas saat ini adalah sistim online.

c.	Masyarakat
Faktor penghambat lain yang ada pada implementasi kebijakan PATEN pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang berdasarkan observasi, studi dokumen dan wawancara berasal dari masyarakat, dimana warga pemohon yang tidak mentaati atau tidak memahami prosedur dengan baik sehingga pelaksanaan pelayanan justru terhambat dari warga pemohon sendiri, salah satunya dari kekurangan berkas, salah data maupun datang pada saat kantor telah tutup. Faktor penghambat selanjutnya adalah lingkungan, tujuan utama adanya PATEN adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun kondisi wilayah Kecamatan Plandaan yang masih jauh dari beberapa desa membuat pelayanan masih belum dirasakan cepat seutuhnya, meski telah lebih baik dari sebelumnya.

2.	Pembahasan Hasil Penelitian
a.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Plandaan dapat di analisis dari aspek:
1.	Tangibles (aspek fisik)
Kondisi ruangan Kecamatan Plandaan terlihat bersih dan rapi, tidak ada sampah berserakan maupun aroma tidak sedap saat masuk ke ruangan pelayanan, dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, petugas pelaksana pelayanan menggunakan seragam dengan rapi, sesuai dengan standart pelayanan kantor seperti biasa. Pada kantor Kecamatan Plandaan dilengkapi fasilitas seperti kursi, air minum, pojok ASI, toilet, TV dan juga AC, dengan adanya fasilitas ini maka kenyamanan warga pemohon saat menunggu berkas diproses sudah dijamin dengan baik.  Fasilitas pada ruang tunggu sudah dapat dikatakan baik, dengan adanya ruang pojok ASI semakin memudahkan warga pemohon yang membawa bayi agar tetap bisa memberikan ASI nya tanpa merasa risih dengan keramaian yang ada. Disediakan pula air minum yang bebas diambil oleh warga yang sedang menunggu berkasnya diproses, sehingga menambah kenyamanan dalam bidang fisik ini. Untuk perlengkapan yang berhubungan dengan proses perekaman E-KTP Kecamatan Plandaan telah memiliki alat yang lengkap, sehingga proses pembuatan E-KTP awal telah dapat digunakan dengan baik.

2.	Reability (keandalan)
Bagaimana petugas dapat menjawab setiap pertanyaan dari warga mengenai proses PATEN menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui apakah petugas memang memahami proses PATEN atau tidak, petugas juga diharapkan mampu menangani keluhan warga sehingga kualitas pelayanan dapat dikategorikan sangat baik. Keluhan dari warga merupakan indikator bahwa pelayanan yang diberikan ataupun sarana dan prasarana yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga khususnya pemohon yang saat mengajukan berkas. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tidak menemukan adanya keluhan dalam skala berat dari warga pemohon kepada petugas pelayanan PATEN, hal ini diketahui dari hasil wawancara yang menyatakan meskipun diberikan kotak saran, namun kotak saran masih dalam keadaan kosong, dan tidak pernah diisi oleh warga, ketidakpuasan secara langsung juga belum pernah didapatkan oleh petugas terkait keluhan yang berat. Sehingga pada pelayanan yang diberikan sudah pada standart yang baik.

3.	Responsiveness (daya tanggap)
Dalam hal ini bagaimana petugas dapat memahami dan memberikan solusi bagaimana apabila ada warga yang berkas persyaratannya kurang atau enggan mengikuti prosedur PATEN. Terkadang warga tidak memahami bahwa kelengkapan berkas yang kurang, atau berkas yang datanya tidak dapat dibaca dapat menyebabkan kesalahan input data yang menyebabkan kesalahan pada hasil berkas yang diinginkan. Sehingga sangat dibutuhkan peran dari petugas yang mampu dengan sabar dan telaten memberikan informasi kepada warga. Daya tanggap yang baik dari petugas merupakan salah satu upaya terdepan agar proses pengerjaan berkas dapat lebih cepat, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin baik daya tanggap petugas terutama kepada pemohon, maka warga sebagai pemohon juga dapat merasa lebih terlayani dengan baik, dan meningkatkan nilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

4.	Assurance (jaminan)
Dalam jaminan kualitas ini biasanya dikaitkan dengan bagaimana petugas pelayanan melakukan pelayanannya dengan baik ataukah tidak. Petugas harus memberikan jaminan bahwa selama melakukan pelayanan, petugas bertindak sopan dalam melayani masyarakat, dimulai saat menyambut warga pemohon dalam memeriksa berkas diawali dengan senyum dan sapaan yang baik kepada warga. Jaminan kualitas pada Kecamatan Plandaan dapat dikaitkan dengan motto pelayanan yang dimiliki, yakni “Berikanlah pelayanan kepada masyarakat dengan ramah, menyenangkan, sabar, dan penuh rasa tanggung jawab”. Pelayanan publik selama ini adalah pelayanan yang memang identik dengan pelayanan yang tidak ramah dan cenderung lebih ingin dilayani daripada melayanai, dengan PATEN maka diharapkan kedepan, pelayanan publik akan menjadi lebih baik, dan hal tersebut yang coba dilakukan bertahap oleh Kecamatan Plandaan khususnya.

5.	Empati
Empati merupakan keinginan dan tatacara petugas kecamatan untuk memiliki rasa peduli kepada warga yang menggunakan pelayanan, hal ini banyak dikaitkan dengan apakah petugas melayani warga dengan prinsip antrian atau tidak,  apakah didalamnya terdapat pungli atau tidak, bahkan apakah ada biaya tambahan yang diberikan warga secara sukarela atau tidak. Karena seperti menjadi rahasia umum yang melekat pada kebijakan publik yang lama bahwa akan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh warga sebagai pemohon. Petugas harus dapat merasakan juga bagaimana pemohon saat mengajukan berkas dan bagaimana kesulitan mereka agar dapat menyediakan pelayanan lebih baik dari layanan yang diberikan sebelumnya, dengan memahami perasaan serta memposisikan diri sebagai warga maka petugas dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga. 

b.	Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dianalisis dengan teori Implementasi George Edward III sebagai berikut:
1.	Sumberdaya
Sumberdaya utama pada implementasi kebijakan pelayanan PATEN ini terletak pada staf yang langsung menjadi pelaksana pelayanan PATEN.
Salah satu kegagalan adalah ketidaksiapan staf dalam mengoperasikan sarana penunjang dalam pelayanan PATEN, salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ini adalah melakukan penambahan jumlah staf atau implementor kebijakan, seperti yang dilakukan pada bidang pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan, jumlah sumberdaya yang mengerjakan pelayanan ini berjumlah 4 orang, dengan rincian, 2 pegawai negeri sipil, dan dua pegawai honorer. Yang unik pada Kecamatan Plandaan adalah justru kedua staf tambahan, yakni Mas Ari dan Pak Suwarno yang bertugas pada penerimaan berkas dan input data warga pemohon, untuk pengerjaan KTP baru dengan alat perekam KTP juga dikerjakan oleh Pak.
Dengan status honorer mereka masih juga membantu menjaga kebersihan lingkungan kantor Kecamatan Plandaan, membuat pekerjaan mereka menjadi dua kali lipat dari beban kerja yang seharusnya. Pada hasil observasi yang penulis lakukan, jika dilihat dari jenjang pendidikan, hampir semua kepala seksi berada pada jenjang pendidikan Strata 1 dan Strata 2, sedang untuk staf lebih banyak dengan jenjang SMA. Selain itu, pegawai dengan usia yang cenderung masih muda hanya beberapa orang saja, sisanya sudah berada di usia di atas 40 tahun, sehingga untuk memahami laju teknologi yang cepat ini tentu membutuhkan waktu. Kendala ini menyebabkan permasalahan pada tidak adanya teknologi informasi yang kekinian untuk diterapkan pada kantor Kecamatan Plandaan.
Sumberdaya informasi dalam implementasi kebijakan ini memiliki dua bentuk yakni informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan, dan informasi mengenai kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap peraturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan telah didapatkan dari buku panduan juga arahan-arahan yang telah diberikan dari pusat kepada petugas pelayanan, setelah mendapatkan arahan, petugas atau implementor kebijakan haruslah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan setelah diberikan arahan ini, seperti setelah informasi atau arahan diberikan setelah apel pagi, maka petugas pelaksana khususnya petugas pelaksana PATEN ini harus langsung bersiap pada posisi masing-masing untuk melakukan arahan yang telah diberikan. Selanjutnya, petugas pelayanan juga wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait pelaksanaan PATEN, dan petugas pelayanan berpegang teguh pada pedoman pelaksanaan PATEN. 

2.	Komunikasi
Pada aspek komunikasi terdapat 3 indikator yang digunakan dalam mengukur apakah implementasi kebijakan ini berhasil dan dijalankan dengan baik ataukah tidak, aspek tersebut adalah aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada aspek transmisi, penulis mellihat bahwa penyaluran informasi telah dilakukan sedemikian rupa dengan jalan menjemput bola, petugas mendatangi langsung kantor desa untuk menginformasikan terkait update pelayanan karena dikhawatirkan adanya miskomunikasi atau salah pengertian dari petugas kantor desa yang ada di lapangan. Pada beberapa tingkatan komunikasi yang berasal dari atasan hingga sampai pada warga haruslah dapat diterima dengan baik dan tidak terdistorsi begitu saja di tengah jalan. Aspek ini dapat lebih dikembangkan dengan penambahan website Kecamatan Plandaan, dengan begitu informasi yang didapatkan oleh warga akan lebih akurat sehingga penyaluran komunikasi dapat berjalan lebih baik lagi.   
Pada aspek kejelasan, komunikasi yang diterima oleh petugas maupun warga pemohon haruslah jelas dan tidak ambigu atau tidak membingungkan, penyampaian informasi yang tidak jelas dapat mempengaruhi proses implementasi pelayanan. Dalam aspek ini penulis menangkap bahwa komunikasi yang dilakukan langsung kepada kantor desa diharapkan mengurangi GAP apabila informasi tersebut hanya diberikan melalui media komunikasi maupun media sosial, mengingat kondisi wilayah Kecamatan Plandaan dimana tidak semua akses komunikasi bisa dijangkau untuk beberapa desa tertentu, seperti penyedia layanan telekomunikasi yang dapat diakses menurut observasi dari penulis hanyalah telkomsel dan indosat (mentari kartu lama, untuk im3 tidak terjangkau). Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang membuat informasi dari Kecamatan Plandaan harus diinformasikan langsung kepada Kantor desa secara berkala. Kejelasan informasi juga diberikan dengan penggunaan bahasa yang dipahami oleh warga pemohon, hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Plandaan, komunikasi menggunakan 2 bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dengan penggunaan bahasa yang lebih luwes diharapkan warga pemohon dapat lebih memahami apa yang diinformasikan kepada warga pemohon. Pada aspek kejelasan ini juga berfungsi sebagai upaya petugas pelaksana menjelaskan alasan mengapa berkas pengajuan yang dilakukan oleh warga pemohon tidak dapat langsung dikerjakan, pending, bahkan harus menunggu lama untuk penyelesaian. Dengan komunikasi yang jelas akan mengurangi ketidakpuasan warga pemohon terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelaksana PATEN. 
Aspek konsistensi juga memegang andil besar, informasi harus diberikan terus menerus agar tidak ada kesalahan yang berulang, hal ini ditunjukkan pada konsep apel pagi dan briefing untuk mengulang-ulang informasi dan memberikan arahan informasi baru. Rapat juga dilakukan pada berbagai seksi apabila terdapat masalah maupun terdapat pembaruan informasi sehingga tidak ada informasi yang salah maupun tidak tersampaikan dengan baik kepada petugas pelaksana PATEN. Informasi berulang juga diberikan kepada staf desa yang membantu warga pemohon menyelesaikan berkas, sehingga dapat menginformasikan pula mengenai kekurangan berkas ataupun kelengkapan yang harus dipenuhi agar berkas tidak terpending lama.   

3.	Disposisi
Variabel selanjutnya yang mempengaruhi tingkat implementasi kebijakan publik khususnya di Kecamatan Plandaan adalah aspek disposisi, pada pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan namun juga harus memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan kebijakan, pada faktor disposisi ini sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap kebijakan jika personel yang dimiliki Kecamatan Plandaan tidak melaksanakan pelayanan dengan baik. Pemilihan dan pengangkatan personel haruslah mereka yang memang mendahulukan kepentingan warga, khususnya warga pemohon. Pada aspek ini, pemerintah Kecamatan Plandaan telah mengangkat dan merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan masih menambahkan pada pegawai honorer sebagai tambahan agar pelaksanaan pelayanan tetap dapat berjalan baik meski masih terdapat kekurangan disana sini. Pada pengaturan birokrasi saat ini bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, bagaimana penilaian personel dalam bekerja, pengangkatan staf disesuaikan dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya, untuk Kecamatan Plandaan penambahan personel adalah sebagai bentuk kesadaran birokrasi bahwa pada petugas pelayanan masih membutuhkan tambahan personel, khusunya pada pelayanan PATEN. Dilihat dari hasil wawancara sebelumnya yang mengungkapkan bahwa dalam sehari berkas masuk mencapai lebih dari 7 berkas, selain itu kendala-kendala yang ada menghalangi proses pelayanan menjadi lebih baik, sehingga dibutuhkan personel tambahan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada petugas pelayanan di Kecamatan Plandaan jika dinilai dari aspek disposisi ini, tidak ada kecenderungan personel pelaksana pelayanan yang berusaha untuk menambah keuntungan dan menarik biaya tertentu dari warga pemohon, sebagaimana dikemukakan oleh Pak Hariyanto, bahwa semua proses pelayanan adalah gratis. Sehingga upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan membebankan biaya tertentu pada proses pelayanan sama sekali tidak ada.

4.	Struktur birokrasi
Aspek selanjutnya berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan adalah struktur birokrasi, meskipun sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan PATEN dikatakan telah baik, dan pelaksana pelayanan telah memahami apa saja yang harus dilakukan, serta keinginan yang baik dalam melaksanakan kebijakan, namun bila terdapat kelemahan pada struktur birokrasi kebijakan begitu kompleks, maka jalannya kebijakan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan tidak akan berjalan dengan kondusif. Dalam mendongkrak struktur birokrasi kearah kinerja yang lebih optimal maka dibutuhkan SOP (standart Operating Prosedures) yang lebih fleksibel dan mampu dilaksanakan oleh siapa saja, arahan ini juga dilaksanakan oleh petugas pelayanan PATEN, dimana pada pelaksanaan pelayanan mereka mendahulukan SOP dibandingkan dengan perasaan pribadi, dalam kegiatan kesehariannya, mereka mengacu pula pada visi, misi dan motto Kecamatan Plandaan sehingga mereka tidak sampai keluar dari tujuan pelayanan yang baik. Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi dan juga wawancara diketahui bahwa petugas pelayanan PATEN Kecamatan Plandaan telah menyebar tanggung jawab pada berbagai aktivitas kerja, kegiatan maupun program, dengan adanya pembagian yang tepat maka pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan akan berjalan lebih baik. 

c.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PATEN Kecamatan Plandaan 
1.	Faktor pendukung
Faktor pendukung implementasi kebijakan PATEN Kecamatan Plandaan terletak pada beberapa aspek, pertama aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Plandaan yang dapat dikatakan dalam kondisi baik, dan telah dapat menopang pelaksanaan implementasi kebijakan PATEN yang telah berjalan selama ini. Pada penjelasan di atas Kecamatan Plandaan setidaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk kenyamanan warga pemohon. Kecamatan Plandaan telah ada teknologi penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan PATEN antara lain telah tersedianya perangkat komputer, perangkat internet, alat scanner, alat foto untuk perekaman dan pembuatan KTP, perangkat telepon untuk komunikasi. keduaadanya SOP yang mengatur tata cara pelayanan yang baik untuk warga pemohon, dengan adanya SOP maka petugas pelayanan akan memahami apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. visi, misi dan motto juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Plandaan. Pelayanan yang dilaksanakan dalam koridor SOP yang jelas tentu akan menghasilkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, unsur kedekatan emosional menjadi salah satu tolak ukur yang baik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, dalam meelayani masyarakat, sikap kekeluargaan menjadi salah satu aspek pendukung yang baik agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Karena jika hanya mengerjakan pelayanan namun tanpa hati maka pelayanan akan dilakukan dengan asal-asalan, SOP yang jelas, memberikan jalan bagi petugas untuk melaksanakan pelayanan tanpa keluar dari jalur, sehingga akan jauh dari kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Ketiga Aspek birokrasi juga menjadi salah satu faktor pendukung utama, dengan adanya arahan yang baik dari atasan terhadap bawahan maka proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih baik. Apel pagi yang dilakukan pada setiap senin pagi oleh Camat kepada bawahannya menjadi salah satu sarana untuk pendelegasian tugas yang ada, saran-saran membangun serta koreksi bagi setiap permasalahan juga dilakukan secara singkat pada saat apel pagi. meskipun sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan PATEN dikatakan telah baik, dan pelaksana pelayanan telah memahami apa saja yang harus dilakukan, serta keinginan yang baik dalam melaksanakan kebijakan, namun bila terdapat kelemahan pada struktur birokrasi kebijakan begitu kompleks, maka jalannya kebijakan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan tidak akan berjalan dengan kondusif. Pendelegasian tugas dan wewenang yang baik telah membuat proses pelayanan tetap mampu dilaksanakan meski petugas sedang tidak ditempat, seperti pada proses pelayanan yang masih ditambahkan dua orang pegawai honorer sebagai bantuan, hal ini menjadi salah satu metode yang dilakukan agar tidak ada pelayanan yang terhenti karena tidak adanya petugas yang bertugas melayani warga pada hari itu, dengan alasan sedang tidak ditempat atau yang lainnya, saat ini juga warga tidak perlu khawatir karena petugas sudah akan hadir di kantor pelayanan sejak pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore, hal ini diperkuat dengan adanya finger print bagi kedatangan petugas, sehingga sudah dapat dipastikn loket pelayanan akan buka pada saat jam 7 pagi, sehingga mereka yang bekerja di kantor atau pekerjaan lain yang mewajibkan kedatangan pagi hari, masih dapat menyempatkan diri untuk mengurus berkasnya ke Kecamatan Plandaan.

2.	Faktor Penghambat
Hambatan pertama dalam implementasi kebijakan PATEN pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang berdasarkan observasi, studi dokumen dan wawancara berasal dari sumberdaya manusia, khususnya pada keahlian yang dimiliki oleh petugas pemberi pelayanan, pada proses pelayanan ditangani oleh 4 orang yakni bapak Hariyanto, bapak Suparno, bapak Suwarno dan Mas Ari. Jika melihat jumlah pelaksana akan dirasa sudah cukup namun jika dilihat dari kesiapan pada kemampuan mengerjakan yang berhubungan dengan teknologi maka sumberdaya pada Kecamatan Plandaan masih dirasa kurang.
Hal ini penulis lihat dari belum adanya informasi pelayanan yang berbasis website untuk mendekatkan informasi langsung kepada warga yang tinggal jauh dari Kecamatan, menurut staf Kecamatan Plandaan, informasi diberikan melalui kunjungan langsung yang dilakukan ke kantor desa, guna memberikan pemahaman yang lebih baik, sehingga apabila muncul pertanyaan dapat langsung dijawab oleh pemberi informasi, namun hal ini tidak pula cukup menutup anggapan bahwa keberadaan website kecamatan tidak penting, karena dengan adanya website maka warga juga dapat mengakses informasi sewaktu-waktu tanpa harus datang ke kelurahan maupun kecamatan. Dengan memberikan informasi berbasis online setidaknya mengurangi kesulitan pemerintah dalam menerapkan pelayanan yang lebih tepat dan akurat. Komunikasi yang dilakukan oleh petugas terkait penyebaran informasi kepada kantor desa dilakukan secara langsung, petugas pelaksana PATEN mendatangi kantor-kantor untuk melakukan sosialisasi informasi, selain diharapkan petugas pada kantor-kantor desa mengerti, petugas PATEN di Kecamatan Plandaan juga dapat mengecek kondisi lapangan yang ada, sehingga ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan terjun langsung menginformasikan teknis pelayanan pengurusan berkas. Adapun komunikasi terhadap warga pemohon melalui media sosial maupun media massa belum banyak ditemukan, bahkan dari observasi penulis sendiri, penulis tidak menemukan adanya website milik Kecamatan Plandaan, tidak ada informasi terkait tata cara pelayanan yang dapat diakses dengan daftar pencarian Kecamatan Plandaan, berita yang muncul pada mesin pencarian adalah berita terkait dengan kondisi wilayah yang tidak begitu baik, atau berita-berita mengenai kegiatan mahasiswa yang sedang melakukan KKN, atau berita kecelakaan dan kriminal, namun informasi terkait PATEN di Kecamatan Plandaan sama sekali belum penulis temukan. Bahkan jurnal ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi tentang pelayanan PATEN Kecamatan Plandaan sulit penulis temukan.
Pada bagian scan data dan input data Kecamatan Plandaan menugaskan bapak Suwarno untuk membantu bapak Hariyanto dan bapak Suparno, sedangkan pada penerimaan berkas dibantu oleh Mas Ari. Dengan status honorer mas Ari dan bapak Suwarno setidaknya masih membantu pengerjaan kebersihan lingkungan Kecamatan Plandaan, membantu bagian kebersihan. Sehingga beban pekerjaan mereka berdua dikatakan masih dua kali lipat. 
Dalam implementasi perizinan menurut data wawancara yang penulis peroleh, Kecamatan Plandaan setidaknya belum pernah melakukan pelayanan perizinan skala besar. Hal ini ditunjang dengan kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan dan beberapa permasalahan yang biasanya muncul pada perizinan, sehingga untuk perizinan diberikan langsung kepada wewenang badan atau instansi terkait. Ditambah dengan jaringan internet yang sering mati maka koordinasi dengan instansi terkait akan lebih sulit dilakukan.
Faktor penghambat kedua yang paling sering ada dan ditunjukkan dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis, juga berdasarkan dari hasil observasi adalah kendala pada jaringan internet yang masih sering mati, hal ini menjadi kendala yang membuat berkas berhenti tidak dapat diproses, karena sebagian besar pengajuan berkas saat ini adalah sistim online. Hal ini membuat berkas tertumpuk di Kecamatan sehingga pada hari selanjutnya beban pekerjaan dari petugas juga semakin besar, hal ini juga mempengaruhi pada kecepatan penyelesaian proses hingga warga masyarakat harus kembali lagi karena kendala internet yang mati. 
Kendala ini sangat berpengaruh besar untuk kecepatan penyelesaian berkas maupun kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, kendala ini juga membuat beban pekerjaan petugas menjadi dua kali lipat, karena berkas yang harus dikerjakan terpending dihari dimana seharusnya berkas itu dikirim, hal ini bisa membuat kualitas dari petugas juga menurun karena beban pekerjaan yang berlebihan, jika petugas mendapatkan beban pekerjaan yang berlebih akan berpengaruh terhadap kestabilan emosi, yang sangat berpengaruh kepada keramahan yang diberikan kepada warga pemohon.




Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan penulis sampaikan kesimpulan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:
1.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Plandaan
a.	Pada aspek fisik, sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Plandaan secara garis besar telah dalam kondisi yang baik dan dapat membantu proses pelayanan PATEN dengan baik, meskipun beberapa memang bisa dikatakan belum sempurna.
b.	Pada aspek keandalan, Keluhan yang berat berkaitan dengan ketidakmampuan petugas dalam menjelaskan informasi sampai saat ini belum pernah diterima oleh petugas, dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan dalam kondisi baik.
c.	Pada aspek daya tanggap, hasil yang didapat adalah petugas mampu dengan sabar dan telaten memberikan informasi kepada warga, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik terkait pelayanan yang diberikan.
d.	Pada aspek jaminan, Standart pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dalam lingkungan Kecamatan Plandaan didasarkan pada uraian Visi, Misi dan Moto yang ada pada Kecamatan Plandaan.
e.	Pada aspek empati, Petugas dapat merasakan dan memahami perasaan dan memposisikan diri sebagai warga sehingga petugas dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga. 
2.	Implementasi kebijakan PATEN Kecamatan Plandaan
a.	Pada pelayanan non perizian telah dapat dikatakan baik dengan peran petugas yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada warga pemohon, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta informasi yang diberikan dapat lebih akurat ditambah dengan pemahaman petugas yang baik akan permasalahan yang dihadapi.
b.	Pada pelayanan perizian telah dapat dikatakan cukup baik namun peran petugas yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga pemohon, karena kurangnya pemahaman petugas yang baik akan permasalahan yang dihadapi.
3.	Faktor pendukung implementasi kebijakan PATEN Kecamatan Plandaan  Implementasi kebijakan yang ada di Kecamatan Plandaan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang baik, adanya SOP yang mengatur tata cara pelayanan yang maksimal, aspek birokrasi yang baik, juga pendelegasian tugas dan wewenang yang sesuai dengan arahan dari atasan.
4.	Faktor penghambat implementasi kebijakan PATEN Kecamatan Plandaan
Hambatan utama yang ada terletak pada sumberdaya manusia yang belum sepenuhnya maksimal, juga pada aspek masyarakat yang belum sepenuhnya mampu mendukung keberhasilan pelayanan dengan masih menitipkan berkas kepada orang lain. Hambatan lain adalah faktor wilayah, karena tidak semua desa berada dekat dengan wilayah kantor Kecamatan Plandaan.

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, berikut penulis telah merangkum beberapa rekomendasi yang bisa digunakan oleh Kecamatan Plandaan dengan harapan agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dan dapat menjangkau semua warga. Rangkuman hasil rekomendasi penulis jabarkan berikut ini:
1.	Komunikasi
Sosialisasi pelayanan yang selama ini berjalan dengan cara mendatangi langsung titik pelayanan desa, hendaknya juga ditambahkan dengan cara menggunakan media online sebagai salah satu metode yang baik untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Grup Whatsapp, Youtube dan sebagainya untuk memberikan wawasan kepada warga. Terkait dengan perkembangan informasi saat ini yang begitu derasnya, penggunaan media sosial seperti ini akan lebih memudahkan warga untuk mengetahui apa saja tata cara dan syarat pengajuan berkas, disamping itu komunikasi dengan menggunakan media ini akan dinilai lebih murah, hal ini dapat menjangkau mereka-mereka yang aktif secara media sosial dan kesulitan untuk datang langsung ke Kecamatan, dengan adanya media sosial maka informasi akan lebih mudah dijangkau dan juga merupakan bentuk kemajuan dari pelayanan pemerintah dengan pelayanan yang terintegrasi secara online.
2.	Sumberdaya
-	Melakukan penambahan pegawai/staff yang berkompeten sehingga laju informasi yang disampaikan ke pengguna pelayanan dapat tersampaikan dengan baik.
-	Melakukan tambahan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan wawasan pegawai
-	Merekrut pegawai khusus yang bertugas untuk ditempatkan langsung pada desa-desa yang lokasinya jauh dari Kecamatan Plandaan, sebagai perpanjangan tangan pelayanan yang diberikan Kecamatan Plandaan langsung kepada warga yang membutuhkan pelayanan lebih cepat dan efisien.
-	Menambahkan pegawai atau melakukan pelatihan terhadap pegawai untuk dapat memberikan informasi kondisi wilayah, kondisi fisik, potensi dan hal-hal lain terkait pelayanan pada website milik Kecamatan Plandaan yang sampai saat ini tidak ada, dengan adanya website maka Kecamatan Plandaan juga dapat mengenalkan potensi daerahnya kepada masyarakat lain, dengan menunjukkan kemajuan yang telah ada di Kecamatan Plandaan merupakan salah satu nilai tambahan yang baik bagi pemerintahan Kecamatan Plandaan.
3.	Struktur Birokrasi
Memperpendek mekanisme pelayanan dengan memberikan petugas tambahan pada desa-desa yang letaknya jauh dengan Kecamatan sehingga pelayanan dapat lebih dekat dengan masyarakat. 
4.	Disposisi
Melakukan pembinaan pegawai dengan lebih baik lagi, agar terbentuk sikap yang professional, berintegritas tinggi, dan memiliki komitmen yang baik terhadap pekerjaan.
5.	Akademisi








Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sinambela, Lijan Poltak., Dkk. 2017. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
                  2010. Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Inovasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)











47


